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Pengaruh Kompetensi dan Due Professional Care Auditor terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif pada  
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 
 
 
The Effect of Competence and Due Professional Care on the Effectiveness 
of Investigative Audit Procedure’s Implementation in Representative  








Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan due 
professional care auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner (primer) yang diberikan kepada auditor senior di bidang investigatif 
ataupun yang pernah bertugas di bidang investigatif di Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kuesioner yang 
disebar sebanyak 80, namun yang dapat digunakan untuk pengolahan data 
sebanyak 54. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear dan 
menggunakan SPSS Ver.23. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 
dan due professional care auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
 
Kata Kunci:  kompetensi, due professional care, efektivitas, prosedur audit, audit 
investigatif 
 
This research was conducted to analyze the effect of competence and due 
professional care on the effectiveness of investigative audit procedure’s 
implementation in Representative Office of BPKP in South East Sulawesi. The data 
was collected using questionnaire given to senior auditors who work in 
investigative department or auditors who had worked in investigative department 
in Representative Office of BPKP in South East Sulawesi. The questionnaires was 
given to 80 auditors, but only 54 questionnaires that could be used to analyze. The 
collected data were analyzed using multiple regression method in SPSS Version 
23. The result reveals that competence and due professional care have positive 
effect on the effectiveness of investigative audit procedure’s implementation. 
 
Keywords: competence, due proffesional care, effectivity, audit procedure 
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1.1 Latar Belakang  
Fraud merupakan topik yang sangat menarik perhatian masyarakat 
Indonesia saat ini. Selain maraknya kasus fraud yang terungkap dan diwartakan 
oleh media massa, kasus fraud pun tak jarang kita temui secara langsung di 
lingkungan kita. Fraud yang terjadi pun terkadang memiliki beberapa tingkatan, 
tergantung dari besarnya kerugian yang diakibatkan dan pihak-pihak yang terlibat. 
Di Indonesia, kejahatan (tindak pidana) fraud terbesar dilakukan oleh 
kelompok white-collar crime. Kelompok ini merupakan pengusaha dan kalangan 
profesional “papan atas” yang memiliki banyak kepentingan untuk memperkaya 
diri sendiri dan kelompoknya serta memperoleh kemudahan untuk melanggengkan 
usahanya di dunia bisnis. 
Pemahaman mengenai fraud kebanyakan orang sering kali 
mengidentikkannya dengan korupsi.Namun ternyata, kedua hal tersebut sifatnya 
berbeda.Fraud tidak hanya mencakup masalah korupsi saja sebab fraud sendiri 
terdiri atas dua cabang yang lain, yakni penyalahgunaan aset (asset 
misappropriation) dan kecurangan laporan keuangan (fraudulent statements). 
Fraud memiliki struktur yang dapat digambarkan dalam fraud tree yang 
dikembangkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan faktor 
pendorong seseorang melakukan fraud. 
Campbel (1910:521) dalam bukunya Black’s Law Dictionary 2ed, 
mendefinisikan fraud sebagai:  
“Fraud consists of some deceitful practice or willful device, resorted to with 
intent to deprive another of his right, or in some manner to do him an injury. 
Fraud, as applied to contracts, is the cause of an error bearing on a material 
part of the contract, created or continued by artifice, with design to obtain 
some unjust advantage to the one party, or to cause an inconvenience or 





Fraud, in the sense of a court of equity, properly includes all acts, omissions, 
and concealments which involve a breach of legal or equitable duty, trust, 
or confidence justly reposed, and are injurious to another or by which an 
undue and unconscientious advantage is taken of another.” 
 
Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fraud merupakan 
keuntungan yang diambil seseorang dari orang lain dengan berbagai cara yang 
tidak adil. 
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan secara 
skematis jenis – jenis fraud dalam bentuk fraud tree. Secara skematis fraud terbagi 
kedalam tiga jenis utama, yaitu korupsi (Corruption), pengambilan asset secara 
ilegal (Asset Misappropriation), dan kecurangan dalam penyajian laporan 
keuangan (Fraudulent Statement). Menurut  Bhasin (2013:12) dalam European 
Journal of Accounting Auditing and Finance Research menyebutkan bahwa: 
“According to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE,2010), 
there are three main categories of fraud that affect oganizations: asset 
misappropriations, fraudulent financial statements, and corruption. Surveys 
in the past have shown that “asset misappropriation is the most widely 
reported type of fraud in India, although corruption and bribery are growing 
the most rapidly. The risks of fraud may only be increasing, as we see 
growing globalization, more competitive markets, rapid developments in 
technology, and periods of economic difficulty.” 
 
Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana fraud 
adalah dengan melaksanakan audit investigasi. Audit Investigasi menjadi sangat 
penting apabila nantinya hasil audit tersebut menunjukan bukti adanya 
pelanggaran hukum. Perencanaan audit investigatif dilakukan setelah adanya 
informasi awal, kemudian organisasi pengawasan membentuk tim Audit 
Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh auditor yang 
kompeten, memiliki integritas dan independensi. 
Tuanakotta (2016:321) menjelaskan bahwa: 
Suatu investigasi hanya dimulai apabila ada dasar yang layak, yang dalam 
investigasi dikenal sebagai predication. Dengan landasan ini atau dasar ini, 





pertanyaan lain yang diduganya relevan dengan pengungkapan kasusnya, 
ia membangun teori fraud (fraud theory). Investigasi secara sederhana 
dapat didefenisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini 
berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku. 
 
Audit (pemeriksaan) investigatif yang tercantum dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 sebagai audit yang khusus ditujukan 
untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme (KKN). Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang tersebut 
maka disusunlah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) oleh BPK-RI 
dengan Nomor 01 Tahun 2007. SPKN disusun sebagai standar pemeriksaan 
dengan tujuan agar tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
Keuangan Negara dapat dilaksanakan secara efektif, sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
“Salah satu contoh kasus audit investigasi oleh BPKP yaitu pada 22 Juli 
2000, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas 
neraca Bank Indonesia per 17 Mei 1999 menghasilkan opini disclaimer. Hasil audit 
investigasi BLBI yang dilakukan BPKP menemukan adanya 11 jenis 
penyimpangan BLBI senilai Rp54,5 triliun. Audit investigasi BPKP tersebut sudah 
dilakukan sejak 14 Februari 2000 sampai dengan 17 Juli 2000. Laporannya 
kemudian diserahkan kepada BPK dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 
2000” (Nur Muhammad Wahyu, 2012:192). 
Karyono (2013:132) mengungkapkan bahwa: 
Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit 
karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini 
menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada 
tugas auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang 
pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami 
tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Lestari 
(2014) mengenai Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan studi kasus pada 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor 
investigatif berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
dalam pembuktian kecurangan. Selain itu, Widyawaty (2015) mengenai Pengaruh 
Kompetensi Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 
Dalam Pembuktian Kecurangan survei pada Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dengan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial kompetensi auditor investigatif berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
Kedua penelitian tersebut menjadi referensi pada penelitian kali ini, namun 
adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana pada 
penelitian kali ini survei penelitian akan dilaksanakan pada bagian investigasi 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi 
Tenggara pada tahun 2016 dan pada penelitian ini memasukkan unsur kompetensi 
dan due professional care auditor investigatif. 
Mengingat pentingnya kemampuan seorang auditor investigatif dalam 
mendeteksi kecurangan dan pentingnya unsur efektivitas dalam pelaksanaan 
prosedur audit demi terkumpulnya bukti yang cukup dan berkualitas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan 
Due Professional Care Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 







1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 
prosedur audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tenggara? 
2) Apakah due professional care auditor berpengaruh terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Tenggara? 
3) Apakah kompetensi dan due professional care secara simultan 
berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif 
pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian tentang pengaruh kompetensi dan due professional care 
terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif pada BPKP Provinsi 
Sulawesi Tenggara bertujuan untuk.  
1) Menganalisis pengaruh kompetensi auditor berpengaruh terhadap 
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif pada BPKP Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 
2) Menganalisis pengaruh due professional care auditor berpengaruh 
terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif pada BPKP 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 
a. Kegunaan Teoretis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 





auditing yang membahas seputar kompetensi dan due professional 
care auditor BPKP terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
investigatif. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 
referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi 
pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan kompetensi dan due 
professional care auditor BPKP terhadap efektivitas pelaksanaan 
prosedur audit investigatif. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi auditor 
BPKP khususnya mengenai pentingnya kompetensi dan due 
professional care dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadibahan evaluasi bagi pihak 
auditor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
investigatif. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam 5 
(lima) bab sebagai berikut. 
1) BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan organisasi/sistematika 
penulisan. 
2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tinjauan teori dan konsep, 
tinjauan empirik, serta kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian. 
3) BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi rancangan penelitian; subjek, 





variabel penelitian dan definisi operasional; instrumen penelitian; serta 
analisis data. 
4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini akan 
diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan 
hasil penelitian. 
5) BAB V PENUTUP, Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan 
simpulan yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat 






2.1 Tinjauan Umum Atas Audit 
2.1.1 Pengertian Auditing 
Auditing menurut Arens, et al. (2012:4) dalam bukunya Auditing and 
Assurance Service an Integrated Approach adalah sebagai berikut: 
Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information 
to determine and report on the degree of correspondence between the 
information and established criteria. Auditing should be done by a 
competent, independent person. 
  
Menurut Boynton dan Johnson (2002:5) dalam bukunya Modern Auditing 
terjemahan Paul A.Rajoe, pengertian auditing adalah sebagai berikut: 
Pengauditan adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan 
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-
tindakan dan peristiwa ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat 
kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan 
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
 
Selain itu, menurut Mautz dan Sharaf (1961) dalam bukunya “The 
Philosophy of Auditing”, konsep dasar auditing meliputi 5 aspek, yaitu: 
1. Evidential Matter. 
2. Fair Presentation. 
3. Due Professional Care. 
4. Independence. 
5. Ethical Conduct. 
 
2.1.2 Standar Auditing 
Menurut SPAP yang disahkan IAPI per 1 Agustus 2001 (SA Seksi 150): 
Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu ‘prosedur’ 
berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan ‘standar’ 
berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan 
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan 
prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur 
auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun 
juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan 






Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Standar Umum 
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 
2. Standar Pekerjaan Lapangan 
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten 
harus disupervisi dengan semestinya. 
b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 
yang akan dilakukan. 
c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang 
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 
diaudit. 
3. Standar Pelaporan 
a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. 
b) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip 





keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi 
yang diterapkan dalam periode sebelumnya. 
c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 
 
2.1.3 Jenis-jenis Audit 
Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, 
yaitu: 
1. Audit Keuangan 
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah 
laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis 
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia.  
2. Audit Kinerja (Performance Audit) 
Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai 
pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat 
keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk 
memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan 
anggaran. Oleh karena audit kinerja (performence audit) merupakan perluasan 
dari audit keuangan yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas, maka 
auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentan 
organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi 





kinerja meliputi Audit Program (Audit Efektivitas), Audit Ekonomi dan Efisiensi 
(Management and Operational Audit), Audit Operasional, dan Audit 
Manajemen. 
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu 
Audit (pemeriksaan) dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak 
termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit 
operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua 
jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian 
dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit 
investigatif. 
a) Audit Keaatan 
Audit ketaatan adalah audit yang dilakukan untuk menilai kesesuaian 
antara kondisi/pelaksanaan kegiatan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kriteria yang digunakan dalam audit ketaatan 
adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi auditi. 
Perundangundangan di sini diartikan dalam arti luas, termasuk ketentuan 
yang dibuat oleh yang lebih tinggi dan dari luar auditi asal berlaku bagi 
auditi dengan berbagai bentuk atau medianya, tertulis maupun tidak 
tertulis. 
b) Audit Investigatif 
Audit investigatif adalah audit yang dilakukan untuk membuktikan apakah 
suatu indikasi penyimpangan/kecurangan apakah memang benar terjadi 
atau tidak terjadi. Jadi fokus audit investigatif adalah membuktikan apakah 
benar kecurangan telah terjadi. Dalam hal dugaan kecurangan terbukti, 
audit investigatif harus dapat mengidentifikasi pihak yang harus 





2.1.4 Jenis-jenis Auditor 
Menurut Boynton dan Johnson (2002:8) dalam bukunya Modern Auditing 
yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, jenis-jenis auditor sebagai berikut: 
1. Auditor independen (independent auditors) atau akuntan publik 
Auditor independen adalah auditor yang  melakukan fungsi pengauditan atas 
laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini 
dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, 
perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi 
yang tidak bertujuan mencari laba. Akuntan publik yang ingin memberikan 
jasanya harus melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). 
2. Auditor internal (internal auditors) 
Auditor internal merupakan pegawai dari organisasi yang diaudit. Auditor jenis 
ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen dalam lingkngan 
organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi organisasi yang dinamakan audit 
internal. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi 
dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Lingkup fungsi audit 
internal meliputi semua tahap dalam kegiatan organisasi. Namun, para auditor 
internal terutama melibatkan diri pada audit kepatuhan dan operasional. 
3. Auditor pemerintah (government auditors) 
Auditor Pemerintah adalah auditor yang berstatus pegawai pemerintah 
(aparatur sipil negara) yang bertugas melakukan audit pada instansi-instansi 
pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua 
katagori, yaitu auditor eksternal maupun auditor internal pemerintah. Fungsi 
auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Adapun fungsi auditor internal atau yang lebih dikenal sebagai Aparat 





Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/ 
Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Pengawasan Daerah. 
 
2.2 Teori Kompetensi Auditor 
Generally Accepted Audit Standard (GAAS), menyebutkan bahwa 
Standar umum yang berkaitan dengan kompetensi auditor dan mutu pekerjaan 
auditor yaitu:  
The first general standard is normally interpreted as requiring the auditor 
to have formal education in auditing and accounting, adequate practical 
experience for the work being performed, and continuing professional 
education. Recent court cases clearly demonstrate that auditors must be 
technically qualified and experienced in those industries in which their 
audit clients are engaged. (Arens et al; 2012;34) 
 
Governmental Audit Standars (GAO), menyebutkan bahwa Standar 
profesional dan bimbingan yang terkandung dalam GAO, sering disebut sebagai 
Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS), yang 
menyediakan kerangka kerja untuk melakukan audit berkualitas tinggi dengan 
kompetensi, integritas, objektivitas, dan independensi. Standar-standar ini 
digunakan oleh auditor dari lembaga pemerintah dan entitas yang menerima 
penghargaan pemerintah dan organisasi audit yang melakukan audit GAGAS. 
(GAO, 2011:5). 
Standar Kompetensi yang diatur dalam Generally Accepted 
Governmental Standars (GAGAS) (GAO, 2011:62) sebagai berikut:  
1. Staf ditugaskan untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki 
kompetensi profesional yang memadai diperlukan untuk mengatasi tujuan 
audit dan melakukan pekerjaan sesuai dengan GAGAS. 
2. Kompetensi berasal dari campuran atas pendidikan dan pengalaman. 
Kompetensi tidak selalu diukur dengan tahun pengalaman audit karena 





pengalaman yang diperoleh oleh auditor dalam jangka waktu tertentu. 
Mempertahankan kompetensi melalui komitmen untuk belajar dan 
pengembangan seluruh kehidupan profesional seorang auditor merupakan 
elemen penting bagi auditor. Kompetensi memungkinkan auditor untuk 
membuat penilaian secara profesional. 
Standar Kompetensi Auditor diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Standar Pemeriksaan Keungan Negara (SPKN) sebagai berikut: 
1. Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan 
terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang 
pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan 
tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan 
2. Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki 
keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip 
akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang 
diperiksa. 
3. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan 
secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki 
sertifikasi keahlian yang diterima umum. 
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia menerbitkan Standar Audit 
Intern Pemerintah, dimana mengatur tentang Standar Umum yang berkaitan 
dengan Kompetensi, yakni “Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, 
keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan 
untuk melaksanakan tanggung jawabnya”. (AAIPI,Paragrap 2000). 
Standar Kompetensi juga diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: 





1. Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk 
dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. 
2. Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui 
Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (Continuing 
Professional Education) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai 
dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan 
pengawasan. 
3. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang 
harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), 
keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat 
melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil 
baik. 
Selain itu, dalam melaksanakan audit Investigasi, BPKP menyusun 
pedoman yaitu Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang diatur dalam 
Peraturan Kepala BPKP nomor Per-1314/K/D6/2012, dimana menjelaskan 
mengenai standar yang berkaitan dengan kompetensi yaitu “Auditor BPKP harus 
mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, 
sertifikasi maupun pengalaman kerja”.  
 
2.3 Teori Due Professional Care Auditor 
Menurut GAAS dalam Arens, et al. (2012:35), sebagai berikut: 
The third general standard involves due care in the performance of all 
aspects of auditing. Simply stated, this means that auditors are 
professionals responsible for fulfilling their duties diligently and carefully. 
Due care includes consideration of the completeness of the audit 
documentation, the sufficiency of the audit evidence, and the 
appropriateness of the audit report. As professionals, auditors must not 






Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat 
dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (IAI, SA Seksi 230), kecermatan dan 
keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk 
melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis 
terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat 
dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan 
oleh kekeliruan maupun kecurangan. 
Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyebutkan standar 
yang berkaitan dengan kemahiran professional (due professional care) yaitu 
“Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, 
pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan 
seksama”. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat 
dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan 
standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan menentukan lingkup 
pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan 
dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan 
pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan 
pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil 
pemeriksaan. 
Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2013:17) 
menyebutkan bahwa “Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya 





(prudent) dalam setiap penugasan audit intern”. Due professional care dilakukan 
pada berbagai aspek audit, diantaranya: 
1. formulasi tujuan penugasan audit intern; 
2. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko audit intern; 
3. pemilihan pengujian dan hasilnya; 
4. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai 
tujuan penugasan audit intern; 
5. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit intern 
dan efek/dampaknya; 
6. pengumpulan dan pengujian bukti audit intern; penentuan kompetensi, 
integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan 
penugasan audit intern. 
 
2.4 Audit Investigasi 
2.4.1 Pengertian Audit Investigasi 
Tuanakotta (2016:349) menyebutkan bahwa: 
Istilah audit investigasi menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah 
suatu audit. Audit investigasi lebih dalam dan tidak jarang melebar ke 
audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion 
audit. Audit investigasi diarahkan pada pembuktian ada atau tidak adanya 
fraud (termasuk korupsi) dan perbuatan melawan hukum lainnya (seperti 
tindak pidana pencucian uang. 
 
Selanjutnya, Tuanakotta (2016:322) mengemukakan bahwa audit 
investigasi sebagai berikut: 
Investigasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya 
pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan 
ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian 
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
Sedangkan dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Tahun 2012 





Nomor: PER/05/M.PAN/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah, yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara 
sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan 
dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. 
Tuanakotta (2016:104) mengemukakan bahwa Auditor Investigatif yang 
akan melaksanakan audit investigasi yaitu harus memiliki kemampuan teknis 
untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik 
kesimpulan terhadapnya. Disamping keahlian teknis, seorang auditor investigasi 
harus mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi 
secara adil (fair), tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan), dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan 
lengkap. 
 
2.4.2 Aksioma Audit Investigasi 
Association Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Tuanakotta 
(2016:322), menyebutkan tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau 
pemeriksaan fraud. 
Ketiga aksioma ini diistilahkan fraud axioms, yang terdiri atas: 
1. Fraud is Hidden (fraud selalu tersembunyi) 
Berbeda dengan kejahatan lain, sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi. 
Metode atau modus operandinya mengandung tipuan, untuk 
menyembunyikan sedang berlangsungnya fraud. Hal yang terlihat di 
permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung. 
2. Reverse Proof (pembuktian terbalik) 
ACFE menjelaskan bahwa “pemeriksaan fraud didekati dari dua arah. 





upaya untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Dan sebaliknya. 
Dalam upaya membuktikan fraud tidak terjadi, pembuktian harus meliputi 
upaya untuk membuktikan bahwa fraud memang terjadi”. 
3. Existence of Fraud 
Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengadilan 
yang dapat (berhak) menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak 
terjadi. 
 
2.4.3 Standar Audit Investigasi 
Dalam Tuanakotta (2007:116) K.H Spencer Pickett dan Jennifer Pickett 
merumuskan beberapa standar untuk mereka yang melakukan investigasi 
terhadap fraud. Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud yang 
dilakukan oleh pegawai perusahaan. Standar tersebut dijelaskan dengan konteks 
Indonesia. Standar tersebut adalah: 
1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui (accepted 
best practices). 
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga 
bukti-bukti tadi dapat diterima dipengadilan. 
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi 
dan diindeks; dan jejak audit tersedia. 
4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak azasi pegawai dan 
senantiasa menghormatinya. 
5. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan 
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, 





6. Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang 
sangat kritis ditinjau dari segi waktu. 
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk 
perencanaan, pengumulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak 
dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, 
ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, 
keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan prasyarat mengenai pelaporan. 
 
2.4.4 Perbedaan Financial Audit dan Audit Investigasi 
Sampai saat ini audit investigatif di Indonesia belum dibakukan 
prosedurnya oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, istilah yang resmi dari 
IAI juga belum turun. Sebagian ada yang menyebutnya audit kecurangan, audit 
forensik, audit khusus dan audit investigasi. Untuk memudahkan pembahasan, 
peneliti akan menggunakan istilah audit investigasi dan mengasumsikan bahwa 
investigatif berkaitan dengan pengadilan atau hukum dan dilakukan mulai dari 
tahap pendeteksian sampai dengan persidangan. 
Dalam majalah akuntansi No. 10 tahun 1988, seperti yang dikutip oleh 
Karni (2000:5), dijelaskan tentang akuntan investigatif sebagai berikut. 
Sesungguhnya akuntan investigatitif tidak berbeda dengan akuntan publik 
yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan 
pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadang juga 
menemukan adanya kecurangan, sedangkan akuntan investigatif 
memang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan, 
terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mati misterius (tidak 
wajar). 
 
Menurut Tuanakotta (2016:293) perbedaan antara audit umum dan audit 







Tabel 2.1. Perbedaan Audit Umum dan Audit Investigasi 
Issue Auditing Audit Investigasi 
Timing Recurring 
adalah proses yang dilakukan 
secara berulang kembali 
(reccuring), teratur dan berkala 
Non-recurring 
Investigasi atau pemeriksaan 
fraud adalah proses pemeriksaan 
yang tidak berulang kembali (non 
Recurring). pemeriksaan 
dilakukan setelah adanya indikasi 
Scope General 
ruang linkup pemeriksaan biasanya 
terkait dengan data keuangan 
Spesific 
Ruang lingkup pemeriksaan fraud 
lebih spesifik, yang berdasarkan 
pada adanya indikasi, dugaan, 
tuduhan atau sangkaan 
Objective Opinion 
Tujuan audit adalah untuk 
memberikan pendapat atas 
kewajaran laporan keuangan 
Affix blame 
Tujuan investigasi atau 
pemeriksaan fraud lebih kearah 
untuk memastikan apakah 
indikasi Fraud yang dilaporkan 
benar benar terjadi atau hanya 
pelanggaran prosedur biasa 
akibat kelalaian karyawan, serta 
menentukan siapakah pihak yang 
bertanggung jawab terhadap 
kejadian fraud tersebut (bisa 
internal maupun eksternal) 
Relationship Non-adversarial 
Sifat dari Audit adalah tidak 
bermusuhan (non Adversarial) 
Adversarial 
Sifat dari pemeriksaan fraud 
adalah bermusuhan (affix blame) 
karena pada ahirnya investigator 
atau pemeriksa harus 
menentukan siapakah pihak yang 
bertanggung jawab atau bersalah 
atas kejadian fraud tersebut. 
Methodology Audit techniques 
Audit terutama dilakukan terhadap 
data keuangan 
Fraud examination techniques 
Pemeriksaan fraud dilakukan 
dengan memeriksa dokumen, 
menganilasa data external 
Presumption Professional skepticism 
Seorang auditor melakukan 
tugasnya dengan Profesional 
Skepiticism 
Proof 
seorang investigator/ pemeriksa 
fraud melakukan tugasnya 
dengan cara mengumpulkan dan 
mengorganisir seluruh bukti untuk 
mendukung atau membantah 
indikasi yang dilaporkan, yang 
meliputi dugaan, tuduhan dan 
sangkaan atas fraud yang terjadi. 
 
2.4.5 Prosedur Audit Investigasi 
BPKP dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) Tahun 





1. Tahap Pra Perencanaan 
Tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang 
dilakukan unit kerja untuk menentukan unit kerja akan melakukan atau tidak 
melakukan penugasan bidang investigasi. Penugasan bidang investigasi harus 
didasarkan pada alasan yang cukup dan penugasan dilaksanakan setelah 
dilakukan penelaahan atau ekspose terlebih dahulu atas informasi awal yang 
diterima. 
2. Tahap Perencanaan 
Dalam setiap penugasan investigasi, auditor harus menyusun rencana 
penugasan, yang mana di dalam rencana penugasan tersebut auditor harus 
menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya. Apabila 
diperlukan, penugasan bidang investigasi dapat direncanakan penggunaan 
tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu. Auditor merencanakan 
prosedur audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli 
lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil 
pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan penugasan bidang 
investigasi. 
3. Tahap Pelaksanaan 
a. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti 
Dalam melaksanakan audit, ada 3 kriteria bukti yang dikumpulkan yang 
harus dipenuhi oleh auditor, yaitu cukup, kompeten, dan relevan. Bukti 
audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi 
audit yang memadai. 
b. Supervisi, review meeting dan pembahasan intern 
Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara 





audit. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang, reviu meeting, 
dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, 
mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. 
c. Pengkomunikasian Hasil Audit kepada Pihak yang Berkepentingan 
Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan 
merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Objek Penugasan 
sebagaimana diatur dalam standar audit. Pengkomunikasian hasil audit 
kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari 
auditor kepada Objek Penugasan, dan bukan merupakan pembahasan 
hasil audit. 
d. Pengelolaan Kertas Kerja Audit 
Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam 
kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya sebagaimana yang 
berlaku di BPKP. Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang 
mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan 
audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, 
dan supporting schedule.  
4. Tahap Pelaporan 
Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) harus menyajikan simpulan secara 
objektif dan tidak bias. Laporan hasil audit harus mengakomodasi semua 
informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan, 
alasan keterbatasan informasi yang berpengaruh potensial terhadap simpulan, 







5. Tahap Tindak Lanjut 
Pimpinan Unit Kerja melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan tindak 
lanjut (TL) atas laporan hasil penugasan bidang investigasi, serta melakukan 
rekonsiliasi TL atas laporan hasil audit. 
 
2.5 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk 
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
Standar Pemeriksaan disusun untuk memenuhi Pasal 5 Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan Standar Pemeriksaan ini 
adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa 
dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara. 
SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap 
entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, yaitu: 
1) Badan Pemeriksa Keuangan. 
2) Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun 
pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun 






Jenis pemeriksaan yang tercantum dalam SPKN sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan Keuangan 
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 
Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan 
yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi 
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
2. Pemeriksaan Kinerja 
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 
pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara 
obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat 
melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau 
program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan 
informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan 
memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab 
untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan 
pertanggungjawaban publik. 
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan 
simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau 
prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang 






2.6 Teori Tentang Fraud 
2.6.1 Defenisi Fraud 
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam 
Singleton Tommie and Aaron J (2010:41), sebagai berikut: 
Fraud defines ‘‘occupational fraud and abuse’’ (employee frauds) as: ‘‘the 
use of one’s occupation for personal gain through the deliberate misuse 
or theft of the employing organization’s resources or assets.’’ The ACFE 
defines financial statement fraud as: ‘‘the deliberate misrepresentation of 
the financial condition of an enterprise accomplished through the 
intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the 
financial statements in order to deceive financial statement users.  
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikutip oleh 
Tuanakotta (2016:194) memuat beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud, 
seperti: 
Pasal 362 tentang Pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang 
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”); 
Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: 
“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya 
membuat hutang maupun menghapuskan piutang”); 
Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan 
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan”); 
Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP: “dengan maksud 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang 
maupun menghapuskan piutang”); 
Pasal 396 tentang Merugikan Pemberi Piutang dalam Keadaan Pailit; 
Pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang (definisi 
KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, 
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”). 
 
Dari beberapa pengertian fraud di atas, dapat didefinisikan bahwa fraud 





berbohong, menyembunyikan dan merekayasa yang dilakukan oleh individu 
maupun organisasi dengan maksud memperkaya diri dan menghindari 
pembayaran. Dari beberapa pengertian di atas juga terkandung beberapa aspek 
kunci dari fraud yaitu tindakan yang ilegal (ilegal act), disengaja (intentional), 
penipuan (deceit) dan menguntungkan.  
Sedangkan fraud menurut Standard the Instutute of Internal Auditors 
(2013:21), yaitu.  
Any illegal act characterizedby deceit, concealment, or violation of trust. 
These act are not dependent upon the threat of violence or physical force. 
Frauds are perpetrated by parties and organization to obtain: money, 
property, or services, to avoid payment or loss services; or to secure 
personal or business advantage.  
 
Yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dicirikan dengan pengelabuan 
atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa, atau 
mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat 
pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh 
pelaku terhadap orang lain. 
 
2.6.2 Fraud Triangle 
Fraud Examiners Manual (edisi 2006) yang dikutip dari Tommi W. dan 
Aaron J.Singleton (2010:45) menyebutkan Donald R. Cressey sebagai penemu 
fraud triangle (segitiga fraud) seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. 
 
Gambar 2.1. Fraud Triangle 





1. Financial Pressure 
Penggelapan uang organisasi oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan 
(pressure) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan 
yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep 
yang penting di sini adalah, tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa 
kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang 
lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya. Konsep ini dalam bahasa 
Inggris disebut sebagai perceived non-shareable financial need. 
2. Opportunity 
Sebuah prasyarat untuk opportunity adalah bahwa pelaku berada dalam posisi 
kepercayaan. Factor utama dalam opportunity adalah internal control. 
Kelemahan atau tidak adanya kontrol internal memberikan kesempatan bagi 
pelaku fraud untuk melakukan kejahatan. Cressey berpendapat, ada dua 
komponen dari persepsi tentang peluang ini.Pertama, general information, 
yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung trust atau 
kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Kedua, technical skill atau 
keahlian/keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan 
tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dipunyai orang itu dan 
yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut 
3. Rationalization 
Sudut ketiga dari fraud triangle adalah rationalization (rasionalisasi) atau 
mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan 
sesudahnya.Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus 
ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk 
melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat 
mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati 





2.7 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata efektif berarti ada 
efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat 
membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Definisi dari kata efektif yaitu suatu 
pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari 
serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa 
pilihan lainnya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
Menurut Indra Bastian (2005:280), “Efektivitas adalah keberhasilan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektvitas hanya berbicara 
masalah output saja. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka 
organisasi tersebut berjalan dengan efektif”. 
Menurut Boynton dan Johnson (2002:228) dalam bukunya Modern 
Auditing terjemahan Paul A.Rajoe, sebagai berikut: 
Sifat (nature) pengujian audit mengacu pada sifat dan efektivitas 
pengujian audit yang akan dilaksanakan. Alternatif yang dapat diambil 
auditor pada saat megambil keputusan tentang prosedur audit yang akan 
dilaksanakan. Pertama, prosedur audit harus dapat memberikan bukti 
tentang kinerja kompetitif suatu entitas atau terkait dengan tujuan audit 
spesifik yang ingin dicapai auditor. Auditor juga harus mempertimbangkan 
biaya relatif serta efektivitas prosedur dalam kaitannya dengan tujuan 
audit yang spesifik. 
 
2.8 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti, yang terdiri dari 









Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 






Auditor Investigatif Terhadap 
Efektivitas Pelaksanaan 
Prosedur Audit Dalam 
Pembuktian Kecurangan 









Dari hasil analisis data dan 










Auditor Investigatif Terhadap 
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Pembuktian Kecurangan 
(Studi Kasus Pada 
Perwakilan Badan 










Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
kemampuan auditor 
investigatif berpengaruh kuat 
terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit 
dalam pembuktian 
kecurangan dan hipotesis 
yang diajukan dapat diterima. 
Erniyanti (2016) 
Pengaruh Pengalaman Kerja, 
Independensi, Dan Due 
Professional Care Auditor 
Terhadap Kualitas Audit 









Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
pengalaman 
kerja, independensi, dan due 
professional care 
berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit Badan 
Pemeriksa Keuangan 





Auditor Investigatif Terhadap 
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Hasil pengujian penelitian 
menunjukkan bahwa secara 
parsial kompetensi auditor 
investigatif berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap efektivitas 









2.9 Kerangka Pemikiran 
Pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran, setelah 
perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi, 
evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan, 
Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan sebagai alat pertanggung jawaban. 
Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan yang dibuat Pemerintah 
dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta 
Pemerintah sendiri. 
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, bentuk 
pertanggungjawaban keuangan yaitu laporan keuangan harus dilakukan proses 
audit oleh Auditor seperti BPK dan BPKP. Bentuk pertanggungjawaban tersebut 
terdiri dari pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan pendapat 
atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja ditujukan untuk 
menilai aspek ekonomi dan efisiensi serta  efektivitas dalam pengelolaan 
keuangan negara. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ditujukan untuk menilai 
aspek tertentu dalam pengelolaan keuangan negara. 
Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan indikasi terjadinya 
penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau kekayaan Negara 
sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor 
harus meningkatkan pemeriksaannya menjadi audit investigasi. Pelaksanaan 
audit investigasi ini merupakan salah satu audit khusus yang terdapat di BPKP dan 
dilaksanakan oleh auditor-auditor di dalamnya. Auditor tersebut dinamakan auditor 
investigatif. Audit investigasi yang dilaksanakan tersebut cenderung akan lebih 
detail pelaksanaanya, karena auditor harus mengungkapkan apa yang telah 





Di Indonesia istilah investigasi muncul dalam Undang-Undang (UU) 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “audit investigasi termasuk dalam 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan 
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja”. Dalam rangka 
melaksanakan amanat Undang-undang tersebut disusun Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN) yang memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu 
pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional 
bagi para Pemeriksa dan organisasi Pemeriksa dalam melaksanakan 
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. 
Tuanakotta (2016:351) mengemukakan bahwa kunci keberhasilan 
Auditor Investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi 
persyaratan kemampuan/keahlian yang meliputi pengetahuan teknik-teknik audit 
investigatif dan kecermatan (due professional care). Hal serupa juga dicantumkan 
dalam SPKN, yaitu untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan pemeriksaan 
dan standar pelaporan secara efektif, semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa 
yang melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki 
kemampuan/keahlian pemeriksa, independensi organisasi pemeriksa dan 
pemeriksa secara individual, pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat 
dan seksama, serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan.  
Efektifitas pelaksanaan prosedur audit investigasi ini dapat tercapai 
apabila auditor mampu memenuhi standar-standar pelaksanaannya. Namun, para 
auditor tidak bisa bahkan tidak diperbolehkan memberikan jaminan bahwa mereka 
bisa menemukan fraud. Potensi menemukan fraud bergantung kepada waktu dan 





Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian in dapat 









Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 
 
2.10 Hipotesis Penelitian 
2.10.1 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Prosedur Audit Investigatif  
Seorang Auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki 
keahlian dan kompetensi yang memadai. Hal ini tertuang dalam GAAS yang 
menyatakan bahwa:  
The first general standard is normally interpreted as requiring the auditor 
to have formal education in auditing and accounting, adequate practical 
experience for the work being performed, and continuing professional 
education. Recent court cases clearly demonstrate that auditors must be 
technically qualified and experienced in those industries in which their 
audit clients are engaged. (Arens et al; 2012;34) 
 
Dalam melaksanakan prosedur audit diperlukan teknik audit agar 
prosedur audit berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Tuanakotta (2016:349) 
teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian 
laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit (types of 
audit evidance) secara bergantian. Terdapat tujuh teknik yakni, memeriksa fisik 
Variabel Independen Variabel Dependen 
Kompetensi (X1) 
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 







(physical examination), meminta konfirmasi (confirmation), memeriksa dokumen 
(documentation), reviu analitikal (analytical review), meminta informasi lisan atau 
tertulis dari auditan (inquiries of the auditee), menghitung kembali (reperformance), 
mengamati (observation). 
Dalam Tuanakotta (2016:351) dibahas beberapa kunci keberhasilan yang 
dapat mendukung pelaksanaan teknik audit investigatif. Beberapa kunci 
keberhasilan berikut ini dapat menjadi efektivitas dalam menjalankan teknik audit 
investigatif, yakni: 
1. Mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan 
diinvestigasi. 
2. Kuasai dengan baik teknik-teknik investigasi. 
3. Cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. 
4. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita 
pilih. 
Selain itu, dalam SPKN disebutkan bahwa organisasi pemeriksa 
mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan pemeriksaan dilakukan oleh 
personil yang mempunyai kompetensi professional dan secara kolektif mempunyai 
keahlian dan pengetahuan memadai. Berkaitan dengan audit investigatif juga 
disebutkan dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar 
audit APIP, yang menyatakan bahwa Auditor juga harus memiliki pengetahuan 
yang memadai di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk 
mengidentifikasi indikasi adanya kecurangan (fraud).  
Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sangat 
berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Audit Investigatif diantaranya 
Penelitian empiris yang dilakukan oleh Lestari (2014) dan Pandjaitan (2015). 





investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan 
prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Pengaruh signifikan tersebut 
disebabkan karena sebagian besar auditor investigatif telah memiliki kemampuan 
dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental serta melaksanakan prosedur audit 
yang tepat dalam melakukan audit investigasi. 
Berdasarkan teori dan penelitian empiris terdahulu di atas dapat 
disimpulkan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki kemampuan yang 
cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam 
pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:  
Hipotesis (H1) :  Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap 
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
 
2.10.2 Pengaruh Due Professional Care terhadap Efektivitas Pelaksanaan 
Prosedur Audit Investigatif  
Berdasarkan Standar Umum ketiga GAAS yang dikutip Arens et al 
(2012:35) menyatakan bahwa “The auditor must exercise due professional care in 
the performance of the audit and the preparation of the report”. Penjelasan dari 
standar tersebut yaitu Standar umum ketiga tersebut melibatkan “due care” dalam 
semua aspek audit. Secara sederhana, ini berarti bahwa auditor secara 
profesional bertanggung jawab untuk memenuhi tugas mereka dengan tekun dan 
hati-hati. Kemahiran profesional mencakup pertimbangan kelengkapan 
dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, dan kesesuaian laporan audit. Sebagai 
profesional, auditor tidak harus bertindak lalai atau itikad buruk, tetapi mereka tidak 
diharapkan untuk menjadi sempurna. 
Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat 
dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan 





skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti 
audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti 
audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 
memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 
keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 
maupun kecurangan. 
Selain itu, SPKN menyatakan didalam standar umum ketiga yaitu “Dalam 
pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, 
pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan 
seksama”.  Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat 
dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan 
standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup 
pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan 
dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan 
pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan 
pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil 
pemeriksaan. 
Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due professional care 
dalam pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap 
bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti 
audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama 
memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan 
keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan 
maupun kecurangan (fraud). 
Puspitasari (2015) menguji due professional care terhadap kualitas audit 





berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemahiran profesional dan 
keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu 
auditor dalam menentukan scope dan metodologi yang akan digunakan dalam 
melaksanakan pekerjaan audit.  
Berdasarkan teori dan penelitian empiris terdahulu di atas dapat 
disimpulkan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki due professional 
care yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
dalam pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai 
berikut:  
Hipotesis (H2) : Due professional care auditor berpengaruh positif terhadap 
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.  
 
2.10.3 Pengaruh Kompetensi dan Due Professional Care auditor 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit 
investigatif  
Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan 
keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan 
tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor, untuk instansi pemerintah 
khususnya akan diperiksa oleh BPK atau BPKP. Dalam proses audit laporan 
keuangan, kemungkinan adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan 
kerugian keuangan/kekayaan Negara sangatlah besar. Jika auditor menemukan 
adanya indikasi tersebut, maka auditor harus meningkatkan kompetensi dan 
kemahiran professionalnya dalam pemeriksaannya menjadi audit investigatif. 
Kompetensi dan kemahiran professional merupakan keahlian yang 
berhubungan dengan profesionalisme dalam akuntansi yang diperlukan dalam 
auditing. Karena itu, kompetensi dan kemahiran professional merupakan suatu 






Sehubungan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa faktor yang 
bisa mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi yang oleh 
peneliti dianggap penting untuk diteliti lebih lanjut yakni kompetensi dan due 
professional care. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bahwa baik 
kompetensi dan due professional care memiliki pengaruh terhadap 
kecenderungan kecurangan. Hal tersebut didukung dengan beberapa penelitian 
yang telah dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Olehnya itu maka 
perlu diteliti juga pengaruh variabel-variabel tersebut secara bersamaan terhadap 
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi, sehingga dari uraian tersebut 
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
Hipotesis (H3) : Kompetensi dan Due professional care auditor berpengaruh 







3.1 Rancangan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis (hypotheses testing). “Uji 
Hipotesis adalah studi yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan serta 
menjelaskan tentang hubungan yang dapat diperkirakan secara logis diantara dua 
variabel atau lebih sehingga solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi” (Sekaran, 2003:124). Penelitian ini menggunakan desain studi 
korelasional (Correlational Study). “Studi korelasional disini digunakan untuk 
melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti serta dapat 
menemukan variabel mana yang paling dominan berkaitan dengan masalah yang 
diteliti” (Sekaran, 2003:126). 
Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan hubungan antara variabel 
dengan pengujian hipotesis. Pada penelitian ini terfokus pada kompetensi dan due 
professional care auditor sebagai variabel independen terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit investigatif sebagai variabel dependennya.. 
Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi cross-sectional. 
“Studi cross-sectional adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang 
hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau 
bahkan bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, tanpa ada usaha 
untuk mempelajari individu atau fenomena secara mendalam” (Sekaran, 
2003:135). Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. 
 
3.2 Tempat dan Waktu  
Penelitian ini dilakukan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 




Jalan Balai Kota I No.15 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk 
memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melaksanakan penelitian pada 
waktu yang telah ditentukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Sugiyono (2008:80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Definisi populasi menurut Sekaran dan Roger (2009:262) 
adalah mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal menarik 
yang ingin diteliti. Populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah para 
auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.  
Pada penelitian ini tidak seluruh populasi diambil, mengingat jumlah yang 
banyak dan belum tentu diketahui secara pasti. Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini digunakan sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada 
BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel merupakan sebagian dari populasi 
yang terpilih sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu auditor yang 
bekerja di Bidang Investigasi BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kriteria 
inklusi sebagai berikut:  
1) telah bekerja sebagai auditor lebih dari 3 tahun;  
2) pernah mengikuti diklat JFA atau diklat Investigatif; 
3) memiliki latar belakang pendidikan minimal S1; 




3.4 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yaitu: (1) data dokumenter yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang 
dibagikan kepada auditor. (2) data subyek berupa hasil wawancara terhadap 
beberapa auditor yang bekerja pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 
Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja 
pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun jenis-jenis 
dari sumber data sebagai berikut. 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat 
dimana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 
kuesioner yang dibagikan kepada responden. 
b. Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder 
dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian 
terdahulu. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode kuesioner. Dalam pengukurannya, setiap 
responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan, dengan skala 
penilaian dari 1 sampai dengan 5. Kuesioner dalam penelitian ini diadaptasi dari 
Lestari (2014) dan Erniyanti (2016).  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Kuesioner 




penyebaran kuesioner akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di 
BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 
tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Kompetensi Auditor 
Dalam penelitian ini kompetensi auditor menjadi variabel dependen. 
Standar umum audit GAAS menjelaskan bahwa auditor harus memiliki kompetensi 
formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman kerja, dan pendidikan yang 
berkelanjutan. Dalam hal pemeriksaan keuangan Negara yang diatur dalam SPKN 
menyebutkan bahwa pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat 
diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar 
belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan 
tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan. 
 
3.6.2 Due Professional Care Auditor 
Dalam penelitian ini due professional care auditor menjadi variabel 
dependen. PSA No. 4 SPAP (2001), menjelaskan bahwa kecermatan dan 
keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk 
melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis 
terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi 
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat 
dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan 





3.6.3 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigasi 
Sifat (nature) pengujian audit mengacu pada sifat dan efektivitas 
pengujian audit yang akan dilaksanakan. Alternatif yang dapat diambil auditor 
pada saat megambil keputusan tentang prosedur audit yang akan dilaksanakan. 
Pertama, prosedur audit harus dapat memberikan bukti tentang kinerja kompetitif 
suatu entitas atau terkait dengan tujuan audit spesifik yang ingin dicapai auditor. 
“Auditor juga harus mempertimbangkan biaya relatif serta efektivitas prosedur 
dalam kaitannya dengan tujuan audit yang spesifik.” (Boynton dan Johnson, 
2002:228). 
 
3.7 Instrumen penelitian 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi auditor terdiri dari 
18 (delapan belas) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Lestari (2015) 
dengan sedikit penyesuaian pertanyaan yaitu memperbaiki substansi pertanyaan 
dengan menambahkan kata auditor pada awal pertanyaan. Due professional care 
auditor terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan yang dikembangkan oleh Erniyanti 
(2016) dengan sedikit penyesuaian pertanyaan. Sedangkan, untuk mengukut 
efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi menggunakan 20 (dua puluh) 
item pertanyaan yang dikembangkan oleh Lestari (2015) dengan sedikit 
penyesuaian pertanyaan yaitu memperbaiki substansi pertanyaa dengan 
menambahkan kata auditor pada awal pertanyaan. Skala Likert 1 – 5 digunakan 
untuk mengukur respons dari responden. 
 
3.8 Analisis Data 
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan 




bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. “Dalam 
statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-
masing variabel penelitian” (Sugiyono, 2010:147). Statistik deskriptif dapat 
digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. 
3.8.2 Model Analisis Data 
Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Korelasi berganda 
adalah hubungan dari beberapa variabel independen dengan satu variabel 
dependen. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel 
independen, hubungan kedua variabel tersebut disebut analisis regresi berganda. 
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut. 
Y = α + β1X1 + β2X2 + e 
Keterangan :  Y  : Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 
X1 : Kompetensi 
X2 : Due Professional Care 
α : Konstanta. 
β : Koefisien Regresi. 
e : Error 
3.8.3 Uji Kualitas Data 
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis 
sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. 
Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reability (tingkat keandalan) dan 
validity (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran 
tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang 
dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini 




1. Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu 
kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. “Kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
oleh kuesioner tersebut” (Cooper and Schindler, 2014:257). 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode korelasi product 
moment pearson. Apabila nilai korelasinya lebih besar dari r tabel, maka 
pernyataan tersebut dianggap konsisten secara internal. Jika nilai korelasinya 
lebih kecil dari nilai r tabel, maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus 
dikeluarkan dari pengujian. 
2. Uji Reabilitas 
Realibilitas berkaitan dengan pengukuran sampai sejauh mana 
pengukuran bebas dari kesalahan acak atau tidak stabil. “Suatu pengukuran 
kuesioner dapat diandalkan untuk tingkat yang memberikan hasil yang konsisten” 
(Cooper and Schindler, 2014:260). Pertanyaan dalam kuesioner dikatakan handal 
jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas 
pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach`s 
alpha. Koefisien Cronbach`s alpha yang lebih dari 0,6 disebut reliabel. Hal ini 
menunjukkan keandalan instrumen. Selain itu, Cronbach`s alpha yang semakin 
mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas 
dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan SPSS Versi 20.0. 
3.8.4 Uji Asumsi Klasik 
Model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 
klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menghindari perolehan yang bias. 





a. Uji Normalitas  
“Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal 
atau berdistribusi tidak normal” (Sunyoto, 2011:84). Uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah ada variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi.  
Uji normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
analisis grafik. Pengambilan keputusan dengan analisis grafik dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu melalui grafik histogram dan normal probability plot. Untuk 
grafik histogram, jika data rill membentuk garis kurva cenderung tidak simetri 
terhadap mean (U) maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal, 
begitupun sebaliknya. “Sementara untuk cara normal probability plot, dikatakan 
berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal dan cara ini 
dianggap lebih handal daripada grafik histogram karena cara ini membandingkan 
data rill dengan data distribusi normal” (Sunyoto, 2011:89).  
b. Uji Multikolinieritas  
Uji asumsi klasik ini digunakan untuk analisis regresi berganda yang 
terdiri dari minimal dua variabel bebas, dimana akan diukur tingkat asosiasi 
(keeratan) hubungan atau pengaruh antarvariabel bebas tersebut melalui besaran 
koefisien korelasi (r). Dalam menentukan terjadinya multikolinieritas dapat 
digunakan carasebagai berikut.  
a. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan 
secara statisti (a).  
b. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan 
baku kuadrat.  
Dapat disimpulkan bahwa, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak 




terbebas dari multikolinieritas. Nilai Tolerance (a)dapat dihitung dengan 
persamaan (a= 1/VIF ), sementara nilai Variance Inflation Factor dapat dihitung 
dengan persamaan ( VIF= 1/a ). Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a 
hitung < a dan VIF hitung < VIF (Sunyoto, 2011:79).  
c. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama atau tidak varians 
dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya 
mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika 
variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. Dan yang diharapkan terjadi 
adalah homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat sama 
atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang 
lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi 
homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama terjadi heteroskedastisitas. 
Dan yang diharapkan terjadi adalah homoskedastisitas. Dengan uji Glejser, 
heteroskedastisitas terjadi jika nilai signifikansi antara variable independen dengan 
absolut residual lebih dari besar 0,05. Sementara homoskedastisitas terjadi jika 
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 
3.8.5 Uji Hipotesis 
Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang 
sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. 
Sebelum diuji, maka suatu data terlebih dahulu harus dikuantitatifkan. Pengujian 
hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, 
yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dari data yang sedang 
diuji (Sunyoto, 2011:93). Dalam penelitian analisis yang akan digunakan yaitu 
analisis dengan regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
mengukur hubungan atau tingkat asosiasi antara variabel-variabel bebas terhadap 




Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik dan uji 
Koefisien Determinasi (R2). Uji statistic menunjukkan pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. 
Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi adalah 0,05 (α=5%). Jika nilai ≤ 
0,05,maka hipotesis diterima yang berarti variable independen memiliki pengaruh 
signifikansi secara parsial terhadap variable dependen. Sebaliknya, jika nilai ≥ 
0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen 
secara parsial terhadap variabel dependen. 
Uji Koefisien Determinasi (R2) adalah perbandingan antara variasi Y 
(dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan 
persentase variasi variable independen yang digunakan dalam model mampu 
menjelaskan variasi variabel dependen (Wijaya, 2012:104) dalam Linting 
(2013:30). 
Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 









Berdasarkan atas hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan 
prosedur audit investigatif.  
2. Due professional care berpengaruh positif terhadap efektivitas 
pelaksanaan prosedur audit investigatif.  
3. Kompetensi dan due professional care berpengaruh secara simultan 
terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, 
peneliti memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan 
masukan yang berguna yaitu sebagai berikut.  
1. Kompetensi auditor investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Tenggara sebaiknya dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar dapat 
mempertahankan keefektifan pelaksanaan prosedur audit dalam 
pembuktian kecurangan. 
2. Agar penelitian serupa juga dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi 
lainnya untuk melihat efektivitas prosedur audit investigatif lainnya. Selain 
itu, dapat lebih memperluas jumlah sampel atau unit analisis penelitiannya 
agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. 
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu ditambahkan metode wawancara 




mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan 
responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Kualitas data hasil penelitian ini dapat berkurang akibat adanya 
keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan itu dapat disebabkan 
tingkat kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dan memahami arti 
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Pengaruh Kompetensi dan Due Profesional Care Auditor terhadap 





 di tempat 
 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul 
“PENGARUH KOMPETENSI dan DUE PROFESSIONAL CARE AUDITOR 
TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT 
INVESTIGATIF”, saya memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi 
responden dengan mengisi kuesioner penelitian sebagaimana terlampir secara 
jujur dan objektif. 
Penelitian ini dilakukan hanya untuk kepentingan studi dan tidak untuk 
tujuan lain. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara dijaga kerahasiaannya 
sesuai dengan etika penelitian. 
Bantuan Bapak/Ibu/Saudara sangat besar artinya bagi penelitian ini. 
Semoga jerih payah Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu bermanfaat untuk 
pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang audit sektor publik. 
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara 










I. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 
Bapak/Ibu, Saudara (i) cukup memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, Saudara (i). Hanya ada satu 
jawaban untuk setiap pertanyaan/pernyataan, dan jawaban untuk setiap 
pertanyaan/pernyataan adalah sebagai berikut: 
 
SS  : Sangat Setuju  
S   : Setuju  
N   : Netral  
TS  : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju  
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nomor Responden :__________________(diisi peneliti) 
Nama Reponden :__________________(boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin  : Laki-laki  Perempuan 
Pendidikan terakhir : D3       S1  S2 
Jabatan   : ___________________ 
     
III. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI AUDITOR 
















Dalam melakukan audit investigatif auditor 
menerapkan Ilmu Auditing.  
 
Auditor melakukan pemahaman Standar 
Operasional Prosedur (SOP).  
 
Auditor memperhatikan teknik-teknik audit 
investigasi dalam memperoleh bukti.  
 
Auditor merahasiakan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan informasi yang telah 
diperoleh.  
 
Auditor melakukan evaluasi suatu bukti.  
 



















































Auditor memahami masalah teknologi 
informasi yang berkaitan dengan kasus yang 
dihadapi.  
 
Auditor memahami tentang cyber crime. 
  
Auditor melakukan penelusuran lebih serius 
dengan sikap curiga profesional (professional 
skepticisme).  
 
Auditor melakukan analisis kasus sebelumnya 
agar menambah wawasan atas kasus yang 
akan datang.  
 
Jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup 
terhadap IT, auditor menggunakan tenaga ahli 
IT.  
 
Auditor mengetahui tentang hukum (undang-
undang) yang berkaitan dengan kasus yang 
ditangani.  
 
Auditor mengacu pada Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 
Auditor bersikap independen dalam 
menghadapi suatu kasus.  
 
Setelah melakukan audit investigasi, Auditor 
memperoleh hipotesis pada suatu tahap 
penyidikan.  
 
Data-data dikumpulkan untuk membuktikan 
hipotesis.  
 
Auditor melaksanakan investigasi sesuai 
standar yang berlaku umum.  
 
Auditor memiliki sikap tidak mudah 
mempercayai setiap pernyataan/jawaban 
yang diberikan oleh tersangka setelah 
menemukan beberapa bukti yang berkaitan 
dengan kasus yang dihadapi. 
  
Auditor melakukan evaluasi secara kritis 
bukti-bukti audit.  
 








IV. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DUE PROFESSIONAL CARE 
AUDITOR 






















Dalam melakukan pekerjaan auditor 
harus bekerja penuh kecermatan dan 
mempunyai keterampilan dalam 
mengaudit laporan keuangan. 
 
Auditor harus memiliki keteguhan, 
kesungguhan, serta bersikap energik  
 
Auditor harus memiliki kemampuan 
teknik untuk melaksanakan prosedur 
audit dan melakukannya dengan berhati-
hati 
 
Auditor perlu mewaspadai kecurangan 
yang terjadi dalam mengaudit laporan 
keuangan  
 
Auditor harus mewaspadai kecurangan 
dan ketidakefektifan 
 
Dalam melakukan pekerjaan, auditor 
harus selalu waspada terhadap resiko 
yang signifikan yang dapat  
mempengaruhi objektivitas pemeriksaan 
 
     
Sumber : Erniyanti (2016) 
 
V. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL EFEKTIFITAS 
PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF 















 Perencanaan Pemeriksaan  
 
Melaksanakan telaahan atas 
pengendalian intern 
  
Merancang skenario kerugian dari 
indikasi korupsi yang terjadi berdasarkan 
kelemahan pengendalian intern yang 
telah teridentifikasi.  
 
Program audit yang telah disusun 
mempermudah pembagian tugas bagi 
tim audit investigasi.  























































 Pelaksanaan Pemeriksan  
 
Dalam pelaksanaan audit investigasi, 
dituntut untuk mengembangkan teknik-
tekniknya secara tepat. 
  
Dalam pelaksanaan audit investigasi 
dilakukan penelaahan ketentuan  
/perundang-undangan yang berlaku. 
  
Menelaah dokumen yang mendukung 
transaksi-transaksi.  
 
 Laporan Pemeriksaan  
 
Kerugian-kerugian keuangan Negara 
diungkapkan dalam nilai uang yang 
dirinci pertahun berjalan.  
 
Laporan hasil audit investigasi disusun 
dengan tepat waktu.  
 
Apabila dalam pembahasan temuan 
terdapat perbedaan pendapat terhadap 
Keuangan Negara dengan instansi 
penyidik, maka pihak auditor menunda 
melanjutkan menyusun Laporan Hasil 
Audit Investigasi.  
 
 Tindak Lanjut Pemeriksaan  
 
Rekomendasi yang anda berikan 
dilaksanakan dengan baik oleh penegak 
hukum.  
 
Pihak BPKP melaksanakan pemantauan 
atas tindak lanjut rekomendasi yang 
telah diberikan kepada penegak hukum.  
 
Memperoleh gambaran yang wajar 
tentang kecurangan yang terjadi dalam 
membuat keputusan yang tepat 
mengenai tindakan yang harus diambil. 
  
Auditor tidak bertanggung jawab 
terhadap proses penyelesaian hukum 





























 Teknik Audit  
 
Memeriksa fisik dengan menghitung 
berbagai komponen dalam laporan 
keuangan.  
 
Melakukan konfirmasi piutang.  
 
Memeriksa dokumen termasuk informasi 
yang diolah kemudian disimpan secara 
elektronik (digital).  
 
Mempunyai gagasan untuk melakukan 
review analytical.  
 
Meminta informasi baik lisan maupun 
tertulis kepada auditee.  
 
Menghitung kembali atau reperform.  
 
Memberikan rekomendasi mengenai 
bagaimana mengelola resiko terjadinya 
kecurangan dengan tepat.  
 
Sumber: Arini (2015) 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner/angket yang saya 
berikan, semoga dapat bermanfaat, secara khusus bagi saya sebagai mahasiswa 
yang sedang menyusun tugas akhir di Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi 





DISTRIBUSI FREKUENSI KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid L 40 74.1 74.1 74.1 
P 14 25.9 25.9 100.0 
Total 54 100.0 100.0  
 
Jenjang Pendidikan Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid D3 15 27.8 27.8 27.8 
S1 33 61.1 61.1 88.9 
S2 6 11.1 11.1 100.0 
Total 54 100.0 100.0  
 
Jabatan Auditor 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Auditor Muda 12 22.2 22.2 22.2 
Auditor Pelaksana 15 27.8 27.8 50.0 
Auditor Pelaksana Lanjutan 4 7.4 7.4 57.4 
Auditor Penyelia 4 7.4 7.4 64.8 
Auditor Pertama 19 35.2 35.2 100.0 










HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
1. Variabel Kompetensi 








X1.1 0,557 0,000 Valid 
X1.2 0.470 0,000 Valid 
X1.3 0,550 0,000 Valid 
X1.4 0,609 0,000 Valid 
X1.5 0,580 0,000 Valid 
X1.6 0,589 0,000 Valid 
X1.7 0,360 0,008 Valid 
X1.8 0,348 0,010 Valid 
X1.9 0,334 0,014 Valid 
X1.10 0,342 0,011 Valid 
X1.11 0,449 0,001 Valid 
X1.12 0,467 0,000 Valid 
X1.13 0,394 0,003 Valid 
X1.14 0,303 0,026 Valid 
X1.15 0,315 0,020 Valid 
X1.16 0,342 0,011 Valid 
X1.17 0,509 0,000 Valid 








 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 Total X1 
X1. 1 Pearson Correlation 
 
1   .409** .291* .315* .236 .352** .052 .042 .145 -.067 .134 .019 .239 .131 .350** .239 .293* .484** .557** 
Sig. (2-tailed)  .002 .033 .020 .086 .009 .707 .765 .297 .633 .335 .891 .082 .346 .009 .082 .032 .000 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 2 Pearson Correlation .409** 1 .491** .500** .200 .330* .133 .066 -.041 -.195 -.101 -.024 .411** .172 .038 .082 .193 .279* .470** 
Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .146 .015 .338 .634 .766 .158 .465 .862 .002 .213 .783 .553 .163 .041 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 3 Pearson Correlation .291* .491** 1 .498** .349** .248 .256 .141 -.131 .215 .178 .053 .094 .230 -.088 -.004 .276* .191 .550** 
Sig. (2-tailed) .033 .000  .000 .010 .071 .061 .308 .345 .118 .197 .706 .497 .095 .528 .977 .043 .167 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
 X1. 4 Pearson Correlation .315* .500** .498** 1 .448** .342* .256 -.030 -.087 .178 .195 .140 .244 .121 .000 .127 .379** .179 .609** 
Sig. (2-tailed) .020 .000 .000  .001 .011 .061 .829 .532 .198 .157 .314 .076 .385 1.000 .360 .005 .195 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
 X1. 5 Pearson Correlation .236 .200 .349** .448** 1 .503** -.079 .298* .122 .082 .221 .053 .189 .177 .067 .217 .327* .191 .580** 
Sig. (2-tailed) .086 .146 .010 .001  .000 .572 .028 .381 .555 .109 .706 .172 .200 .632 .114 .016 .167 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 6 Pearson Correlation .352** .330* .248 .342* .503** 1 .093 .281* .395** -.055 .045 .299* .185 -.096 .077 .129 .238 .341* .598** 
Sig. (2-tailed) .009 .015 .071 .011 .000  .502 .039 .003 .694 .747 .028 .180 .492 .581 .353 .083 .012 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 7 Pearson Correlation .052 .133 .256 .256 -.079 .093 1 -.050 -.010 .245 .053 .178 -.040 .040 .049 .106 .116 .179 .360** 
Sig. (2-tailed) .707 .338 .061 .061 .572 .502  .720 .945 .074 .705 .198 .771 .774 .725 .448 .403 .196 .008 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 8 Pearson Correlation .042 .066 .141 -.030 .298* .281* -.050 1 .319* -.017 .232 .177 .085 .002 .101 -.094 .119 .105 .348** 
Sig. (2-tailed) .765 .634 .308 .829 .028 .039 .720  .019 .904 .092 .199 .540 .987 .467 .499 .392 .452 .010 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 9 Pearson Correlation .145 -.041 -.131 -.087 .122 .395** -.010 .319* 1 .148 .101 .343* .082 -.240 .136 .076 .141 .142 .334* 
Sig. (2-tailed) .297 .766 .345 .532 .381 .003 .945 .019  .285 .467 .011 .553 .080 .329 .583 .308 .307 .014 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 10 Pearson Correlation -.067 -.195 .215 .178 .082 -.055 .245 -.017 .148 1 .490** .407** .024 .028 -.115 -.040 .037 .018 .342* 
Sig. (2-tailed) .633 .158 .118 .198 .555 .694 .074 .904 .285  .000 .002 .863 .842 .408 .775 .788 .899 .011 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 11 Pearson Correlation .134 -.101 .178 .195 .221 .045 .053 .232 .101 .490** 1 .417** .185 .096 .125 -.020 .061 -.085 .449** 
Sig. (2-tailed) .335 .465 .197 .157 .109 .747 .705 .092 .467 .000  .002 .180 .492 .366 .885 .662 .540 .001 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 12 Pearson Correlation .019 -.024 .053 .140 .053 .299* .178 .177 .343* .407** .417** 1 .176 .146 -.078 .176 -.069 .016 .467** 







N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 13 Pearson Correlation .239 .411** .094 .244 .189 .185 -.040 .085 .082 .024 .185 .176 1 .171 .168 -.060 .028 .000 .394** 
Sig. (2-tailed) .082 .002 .497 .076 .172 .180 .771 .540 .553 .863 .180 .202  .215 .225 .665 .843 1.000 .003 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 14 Pearson Correlation .131 .172 .230 .121 .177 -.096 .040 .002 -.240 .028 .096 .146 .171 1 .185 .353** .273* -.273* .303* 
Sig. (2-tailed) .346 .213 .095 .385 .200 .492 .774 .987 .080 .842 .492 .293 .215  .181 .009 .045 .045 .026 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 15 Pearson Correlation .350** .038 -.088 .000 .067 .077 .049 .101 .136 -.115 .125 -.078 .168 .185 1 .355** .335* .021 .315* 
Sig. (2-tailed) .009 .783 .528 1.000 .632 .581 .725 .467 .329 .408 .366 .573 .225 .181  .008 .013 .882 .020 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 16 Pearson Correlation .239 .082 -.004 .127 .217 .129 .106 -.094 .076 -.040 -.020 .176 -.060 .353** .355** 1 .202 .044 .342* 
Sig. (2-tailed) .082 .553 .977 .360 .114 .353 .448 .499 .583 .775 .885 .202 .665 .009 .008  .144 .750 .011 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 17 Pearson Correlation .293* .193 .276* .379** .327* .238 .116 .119 .141 .037 .061 -.069 .028 .273* .335* .202 1 .244 .509** 
Sig. (2-tailed) .032 .163 .043 .005 .016 .083 .403 .392 .308 .788 .662 .622 .843 .045 .013 .144  .076 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
X1. 18 Pearson Correlation .484** .279* .191 .179 .191 .341* .179 .105 .142 .018 -.085 .016 .000 -.273* .021 .044 .244 1 .374** 
Sig. (2-tailed) .000 .041 .167 .195 .167 .012 .196 .452 .307 .899 .540 .907 1.000 .045 .882 .750 .076  .005 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Total 
X1 
Pearson Correlation .557** .470** .550** .609** .580** .598** .360** .348** .334* .342* .449** .467** .394** .303* .315* .342* .509** .374** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .010 .014 .011 .001 .000 .003 .026 .020 .011 .000 .005  
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 









2. Variabel Due Professional Care 
a. Uji Validitas 
Variabel Item Pertanyaan Korelasi Sig. Kesimpulan 
Due Professional 
Care 
X2.1 0.801 0,000 Valid 
X2.2 0.827 0,000 Valid 
X2.3 0.758 0,000 Valid 
X2.4 0.820 0,000 Valid 
X2.5 0.818 0,000 Valid 
X2.6 0.603 0,000 Valid 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Total X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .762** .554** .597** .444** .342* .801** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .011 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
X2.2 Pearson Correlation .762** 1 .433** .488** .678** .467** .827** 
Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .000 .000 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
X2.3 Pearson Correlation .554** .433** 1 .874** .471** .171 .758** 
Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .000 .215 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
X2.4 Pearson Correlation .597** .488** .874** 1 .597** .229 .820** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .095 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
X2.5 Pearson Correlation .444** .678** .471** .597** 1 .594** .818** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
X2.6 Pearson Correlation .342* .467** .171 .229 .594** 1 .603** 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .215 .095 .000  .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 
Total X2 Pearson Correlation .801** .827** .758** .820** .818** .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 54 54 54 54 54 54 54 







b. Uji Realibilitas 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.793 .909 7 
 
3. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif 
a. Uji Validitas 





Y.1 0,342 0,011 Valid 
Y.2 0,390 0,004 Valid 
Y.3 0,427 0,001 Valid 
Y.4 0,338 0,012 Valid 
Y.5 0,401 0,003 Valid 
Y.6 0,368 0,006 Valid 
Y.7 0,530 0,000 Valid 
Y.8 0,455 0,001 Valid 
Y.9 0,327 0,016 Valid 
Y.10 0,393 0,003 Valid 
Y.11 0,410 0,002 Valid 
Y.12 0,581 0,000 Valid 
Y.13 0,442 0,001 Valid 
Y.14 0,456 0,001 Valid 
Y.15 0,384 0,004 Valid 
Y.16 0,546 0,000 Valid 
Y.17 0,466 0,000 Valid 
Y.18 0,536 0,000 Valid 
Y.19 0,544 0,000 Valid 









 Y.1 Y.2 Y.3 Y,4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16 Y.17 Y.18 Y.19 Y.20 Total Y 
Y.1 Pearson 
Correlation 
1 .330* .213 .002 -.091 .013 .331* .255 -.031 -.127 .151 .162 .052 -.073 -.008 .222 .453** .087 .185 .170 .342* 
Sig. (2-tailed)  .015 .123 .988 .514 .925 .014 .063 .821 .360 .276 .241 .711 .601 .954 .106 .001 .533 .181 .220 .011 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.2 Pearson 
Correlation 
.330* 1 .451** .012 -.021 .183 .252 .115 .212 .067 .064 .162 -.079 .070 .037 .036 .302* -.068 .091 .192 .390** 
Sig. (2-tailed) .015  .001 .931 .881 .185 .066 .407 .124 .631 .644 .241 .571 .615 .792 .798 .027 .625 .511 .165 .004 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.3 Pearson 
Correlation 
.213 .451** 1 .295* .164 .091 .092 .059 -.044 -.089 .201 .321* .058 .102 .029 .335* .278* .203 .167 .153 .427** 
Sig. (2-tailed) .123 .001  .030 .237 .511 .507 .673 .750 .521 .144 .018 .677 .463 .834 .013 .042 .141 .229 .269 .001 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.4 Pearson 
Correlation 
.002 .012 .295* 1 .331* .273* -.025 .050 -.107 -.030 .358** .160 .275* -.010 -.023 .162 -.091 .278* .141 .130 .338* 
Sig. (2-tailed) .988 .931 .030  .015 .046 .858 .720 .443 .832 .008 .249 .044 .945 .868 .242 .515 .042 .307 .349 .012 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.5 Pearson 
Correlation 
-.091 -.021 .164 .331* 1 .493** .061 -.031 .015 .272* .017 .103 .484** .326* .077 .017 -.103 .298* .109 .040 .401** 
Sig. (2-tailed) .514 .881 .237 .015  .000 .659 .825 .914 .046 .905 .459 .000 .016 .581 .902 .458 .029 .431 .773 .003 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.6 Pearson 
Correlation 
.013 .183 .091 .273* .493** 1 .264 .011 
-
.312* 
-.122 .041 .081 .343* .235 .155 .012 .077 .367** .287* .185 .368** 
Sig. (2-tailed) .925 .185 .511 .046 .000  .054 .936 .022 .378 .770 .563 .011 .087 .263 .930 .578 .006 .035 .180 .006 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.7 Pearson 
Correlation 
.331* .252 .092 -.025 .061 .264 1 .419** .223 .173 -.113 .171 .218 .053 .277* .312* .207 .276* .279* .197 .530** 
Sig. (2-tailed) .014 .066 .507 .858 .659 .054  .002 .105 .212 .416 .215 .113 .702 .043 .022 .134 .043 .041 .154 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.8 Pearson 
Correlation 
.255 .115 .059 .050 -.031 .011 .419** 1 .244 .275* -.070 .007 .088 .028 .360** .342* .139 .231 .157 .264 .455** 
Sig. (2-tailed) .063 .407 .673 .720 .825 .936 .002  .075 .045 .617 .963 .529 .838 .008 .011 .316 .093 .256 .053 .001 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.9 Pearson 
Correlation 
-.031 .212 -.044 -.107 .015 
-
.312* 
.223 .244 1 .507** .090 .099 -.143 .100 .166 .137 -.009 -.095 -.076 .165 .327* 







N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.10 Pearson 
Correlation 
-.127 .067 -.089 -.030 .272* -.122 .173 .275* .507** 1 .078 .165 .091 .184 .113 .198 -.009 .080 -.035 .279* .393** 
Sig. (2-tailed) .360 .631 .521 .832 .046 .378 .212 .045 .000  .575 .232 .513 .182 .417 .151 .946 .563 .801 .041 .003 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.11 Pearson 
Correlation 
.151 .064 .201 .358** .017 .041 -.113 -.070 .090 .078 1 .504** .094 .085 -.084 .252 .230 .292* .364** .270* .410** 
Sig. (2-tailed) .276 .644 .144 .008 .905 .770 .416 .617 .518 .575  .000 .498 .543 .546 .066 .094 .032 .007 .049 .002 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.12 Pearson 
Correlation 
.162 .162 .321* .160 .103 .081 .171 .007 .099 .165 .504** 1 .292* .223 -.040 .202 .315* .264 .454** .702** .581** 
Sig. (2-tailed) .241 .241 .018 .249 .459 .563 .215 .963 .477 .232 .000  .032 .105 .772 .144 .020 .054 .001 .000 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.13 Pearson 
Correlation 
.052 -.079 .058 .275* .484** .343* .218 .088 -.143 .091 .094 .292* 1 .129 .044 .194 .059 .348** .248 .285* .442** 
Sig. (2-tailed) .711 .571 .677 .044 .000 .011 .113 .529 .302 .513 .498 .032  .353 .754 .160 .674 .010 .070 .037 .001 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.14 Pearson 
Correlation 
-.073 .070 .102 -.010 .326* .235 .053 .028 .100 .184 .085 .223 .129 1 .621** .132 .246 .116 .081 .368** .456** 
Sig. (2-tailed) .601 .615 .463 .945 .016 .087 .702 .838 .471 .182 .543 .105 .353  .000 .343 .073 .403 .562 .006 .001 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.15 Pearson 
Correlation 
-.008 .037 .029 -.023 .077 .155 .277* .360** .166 .113 -.084 -.040 .044 .621** 1 .145 .161 .037 -.019 .221 .384** 
Sig. (2-tailed) .954 .792 .834 .868 .581 .263 .043 .008 .229 .417 .546 .772 .754 .000  .296 .244 .792 .890 .108 .004 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.16 Pearson 
Correlation 
.222 .036 .335* .162 .017 .012 .312* .342* .137 .198 .252 .202 .194 .132 .145 1 .427** .313* .391** .226 .546** 
Sig. (2-tailed) .106 .798 .013 .242 .902 .930 .022 .011 .323 .151 .066 .144 .160 .343 .296  .001 .021 .003 .100 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.17 Pearson 
Correlation 
.453** .302* .278* -.091 -.103 .077 .207 .139 -.009 -.009 .230 .315* .059 .246 .161 .427** 1 .176 .394** .282* .466** 
Sig. (2-tailed) .001 .027 .042 .515 .458 .578 .134 .316 .949 .946 .094 .020 .674 .073 .244 .001  .202 .003 .039 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.18 Pearson 
Correlation 
.087 -.068 .203 .278* .298* .367** .276* .231 -.095 .080 .292* .264 .348** .116 .037 .313* .176 1 .654** .328* .536** 
Sig. (2-tailed) .533 .625 .141 .042 .029 .006 .043 .093 .494 .563 .032 .054 .010 .403 .792 .021 .202  .000 .015 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.19 Pearson 
Correlation 







Sig. (2-tailed) .181 .511 .229 .307 .431 .035 .041 .256 .586 .801 .007 .001 .070 .562 .890 .003 .003 .000  .000 .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Y.20 Pearson 
Correlation 
.170 .192 .153 .130 .040 .185 .197 .264 .165 .279* .270* .702** .285* .368** .221 .226 .282* .328* .494** 1 .649** 
Sig. (2-tailed) .220 .165 .269 .349 .773 .180 .154 .053 .232 .041 .049 .000 .037 .006 .108 .100 .039 .015 .000  .000 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
Total Y Pearson 
Correlation 
.342* .390** .427** .338* .401** .368** .530** .455** .327* .393** .410** .581** .442** .456** .384** .546** .466** .536** .544** .649** 1 
Sig. (2-tailed) .011 .004 .001 .012 .003 .006 .000 .001 .016 .003 .002 .000 .001 .001 .004 .000 .000 .000 .000 .000  
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI NORMALITAS DAN HETEROKEDASTISITAS 
 








2. Uji Kolmogorov-Smirnov 
 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 4.32464764 
Most Extreme Differences Absolute .069 
Positive .065 
Negative -.069 
Test Statistic .069 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .944e 
99% Confidence Interval Lower Bound .938 
Upper Bound .950 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
 
 








4. Uji Glejser 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.704 5.957  .790 .433 
Total Variabel 
Kompetensi 
-.019 .072 -.038 -.260 .796 
Total Variabel Due 
Professional Care 
.011 .157 .010 .072 .943 
a. Dependent Variable: AbsResUt 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
